
BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

X Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administratif dan
akuntabilitas pelaksanaan dan tanggungjawab
pelaksanaan APBD perlu disusun tata cara
penatausahaan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban bagi bendahara serta
penyampaiannya ;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta
Penyampaiannya;

-^ c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
\ huruf b diatas perlu menetapkan peraturan Bupati

Rokan Hulu tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
serta Penyampaiannya;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembetukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun,Kabupaten Natuna, Kabupaten kuantan
Sengingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga; Atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
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